
 

 

Notaris Uji Ketentuan UWT Hak Pengelolaan Tanah   

Jakarta, 17 Januari 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan lanjutan untuk pengujian 

Pasal 137 ayat (2) huruf c dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 

Undang-Undang (UU Cipta Kerja) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(UUD 1945). Sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan yang digelar pada Rabu (17/1), pukul 13.30 

WIB ini, diregistrasi dengan nomor perkara 164/PUU-XXI/2023. Permohonan ini dimohonkan oleh Anisitus 

Amanat Gaham yang berprofesi sebagai notaris di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. 

Pemohon mendalilkan pasal-pasal tersebut memuat kewajiban pihak ketiga untuk membayar Uang Wajib 

Tahunan (UWT) kepada pemegang Hak Pengelolaan sebagai kompensasi dari pemanfaatan bagian tanah 

hak pengelolaan. Pemohon menilai ada kekosongan norma hukum terkait pengaturan tanah hak 

pengelolaan dalam UU Cipta Kerja. Untuk itu, ia meminta agar Mahkamah menambah rumusan norma baru 

dalam satu pasal tersendiri atau ayat tambahan pada pasal yang sudah ada. 

Pada sidang sebelumnya, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur mencermati agar Pemohon mempertegas 

perkara konstitusional yang dialami atas kasus konkret yang menjadi latar belakang pengujian norma a quo. 

Sehingga perlu bagi Pemohon memehami dan mendalami sistematika permohonan yang berbeda dengan 

peradilan umum. Berikutnya, Hakim Konstitusi Enny menyarankan agar Pemohon memahami perihal 

pengujian undang-undang ke MK, yakni uji formil dan materil. Oleh karenanya harus konsisten dalam 

penulisan permohonan menyoal pengujian yang dimaksudkan. Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam 

nasihat Majelis Sidang Panel menyebutkan perlu bagi Pemohon untuk membaca permohonan-permohonan 

yang pernah diujikan ke MK. (TIR) 

 

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK) 


